
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1625, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Akuntansi. 
Transaksi Khusus. Sistem. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 221/PMK.05/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 248/PMK.05/2012 TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
17B ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang 
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan 
keuangan Bendahara Umum Negara antara lain 
mengenai ruang lingkup transaksi khusus, 
pembentukan unit akuntansi transaksi khusus dan 
pelaporan keuangan transaksi khusus, perlu 
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
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menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi 
Transaksi Khusus; 

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 233/PMK.05/2011; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi 
Transaksi Khusus; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 248/PMK.05/2012 TENTANG SISTEM AKUNTANSI 
TRANSAKSI KHUSUS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 39 sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat 
SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh 
transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban 
pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub 
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.  

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat 
PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak 
berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. 

3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS 
adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang 
diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan 
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eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja 
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. 

4. Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor 
PKP2B adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan 
pertambangan batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal 
Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

5. Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk 
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang 
selanjutnya disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 

6. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat 
BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada 
perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan 
sistem perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya 
ketidakseimbangan likuiditas, antara penerimaan dan penarikan 
dana pada bank-bank. 

7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum 
Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN 
TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi 
dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada tingkat satuan 
kerja di lingkup Bendahara Umum Negara. 

8. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya 
disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi 
koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan 
laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN TK yang berada langsung 
di bawahnya. 

9. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi 
Khusus yang selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit 
akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang 
melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 
Transaksi Khusus. 

10. Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara 
Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK 
adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan 
yang melakukan penggabungan laporan seluruh Unit Akuntansi 
Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus. 
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11. Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum 
Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB-BUN adalah satuan 
kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk 
mengurus/menatausahakan/mengelola Barang Milik Negara yang 
dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang. 

12. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut 
DJPBN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan 
yang bertindak sebagai UAP BUN TK dan UAKP BUN TK. 

13. Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah 
Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan. 

14. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA 
adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang 
bertugas mengelola PNBP di bawah BA BUN. 

15. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat 
DJKN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang 
bertugas mengelola Kekayaan Negara. 

16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

17. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut BMN 
yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan 
yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung 
digunakan dalam kegiatan usaha hulu. 

18. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari 
Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut BMN yang 
berasal dari Kontraktor PKP2B adalah seluruh barang dan 
peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan 
pengusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan 
peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak 
dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang 
telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik 
Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran 
perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum. 

19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
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20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi 
dana yang sumber dananya dari DIPA. 

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa 
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 

22. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah 
arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya 
yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data 
lainnya. 

23. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti 
untuk menghasilkan data akuntansi. 

24. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

25. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. 

26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada 
tanggal tertentu. 

27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK 
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan 
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 
disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam 
rangka pengungkapan yang memadai. 

28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang 
selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di 
lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang 
berasal dari BA BUN. 

29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
kuasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada 
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

30. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
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